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ABSTRAK 
Fajar Syam Surya (B111 06 877), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Penggunaan Senjata Api Di Kalangan Warga Sipil Di Kota Makassar (Studi 
Tahun 2010-2012). Di Bawah Bimbingan M. Said Karim Selaku Pembimbing I 
dan Nur Azisa Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab sehingga 
terjadi penggunaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Kota 
Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi pemakaian senjata api secara illegal oleh masyarakat sipil di 
Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kantor Kepolisian 
Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan 
(Polrestabes Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan 
studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
kualitatif kemudian disajikan secara  deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Faktor penyebab sehingga 
terjadi penggunaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Kota Makassar 
ada tiga faktor dominan, yaitu pertama faktor kontrol yang lemah, kedua faktor 
lemahnya aturan hukum, dan ketiga adalah faktor kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan 
senjata api ilegal, dan (II) Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi pemakaiaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di 
Kota Makassar adalah pertama melakukan upaya represif dalam bentuk 
koordinasi terbuka, dan kedua adalah upaya represif dan preventif dengan 
koordinasi tertutup. Kedua upaya tersebutlah yang kemudian dilakukan pihak 
kepolisian (khususnya Polrestabes Kota Makassar) guna meminimalisir 
peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal di kalangan masyarakat 
sipil, khususnya warga sipil di Kota Makassar, mengingat banyaknya pelaku 
kejahatan dalam melakukan aksinya mengancam dengan menggunakan 
media senjata api, bahkan ada beberapa kasus yang pelakunya tidak segan-
segan menghilangkan nyawa korbannya dengan menggunakan senjata api. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring 
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, 
globalisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan 
berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang 
dan tanggung jawab Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan 
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada 
masyarakat yang dilayaninya. 
Aparat Kepolisian yang mempunyai fungsi meliputi pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan 
terhadap masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan bermasyarakat tempat dimana pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab yang diemban. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan yang berbeda-beda dan serba kompleks sering memicu 
pertentangan-pertentangan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. 
Disinilah aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting untuk 
 
 
mengendalikan kondisi dalam masyarakat dengan segala tugas dan 
wewenang yang dia miliki.  
Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah 
kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak 
macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, 
pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan 
sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, yang disingkat menjadi KUHP di Indonesia. 
Dalam perkembangan kejahatan-kejahatan tersebut terutama 
kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan, 
pengancaman bahkan  pembunuhan dewasa ini cenderung menggunakan 
senjata api bagi para pelakunya. Ini dikarenakan senjata api dapat 
digunakan secara praktis serta dapat meminimalisirkan resiko perlawanan 
korban terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan akibat yang lebih parah bagi 
korban akibat dari penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan, dan 
tidak jarang menimbulkan luka-luka berat bahkan kematian bagi 
seseorang. 
Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah 
pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan 
pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa 
 
 
dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang 
digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum 
pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan didalam hukum mengenai hak 
penguasa menerapkan hukum. 
Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah 
fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan 
senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, 
aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya 
kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. 
Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka 
tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, 
meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. 
Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, 
maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang 
beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali 
untuk dilacak. 
Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan 
senjata api itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan 
menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat diduga beberapa 
kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api 
illegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat 
 
 
sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang 
disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan 
senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan dimana para pelaku 
menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. 
Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan 
takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun 
itu senjata mainan. Takutnya masyarakat terhadap kejahatan tersebut, 
dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga 
menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. 
Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api 
inilah yang dirasakan sangat meresahkan masyarakat. 
Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat 
menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada 
sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level 
undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951,UU No 8 Tahun 
1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang 
diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan 
SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan 
dan Pengendalian Senjata Non-Organik. 
Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan 
senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat 
 
 
kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, 
seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan 
juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut 
juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi 
dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan 
pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan 
bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. 
Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada 
tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api 
yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah 
beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau 
senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan 
yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu 
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan 
Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil 
karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun 
sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti 
psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata. 
Oleh karena itu usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam hal penyalahgunaan serta kepemilikan senjata api perlu diapresiasi 
sebagai bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan 
 
 
menggunakan senjata api dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka 
perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan serta penggunaan 
senjata api secara illegal. 
Namun demikian, walaupun perangkat hukum mengenai 
penggunaan senjata api secara illegal telah dibuat, hal ini tidak dibarengi 
dengan penegakannya dalam praktek. Para pemilik senjata api secara 
illegal, kebanyakan adalah mereka yang berasal dari kalangan pejabat dan 
masyarakat kalangan atas, sehingga penanganan terhadpa tindak pidana 
ini terkadang tidak ditangani secara serius. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadi 
penggunaan senjata api secara illegal oleh masyarakat sipil di Kota 
Makassar? 
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi penggunaan senjata api secara illegal oleh 
masyarakat sipil di Kota Makassar? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadi penggunaan 
senjata api secara illegal oleh masyarakat sipil di Kota Makassar. 
 
 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi penggunaan senjata api secara illegal oleh 
masyarakat sipil di Kota Makassar. 
Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pidana khususnya mengenai penggunaan senjata api di kalangan 
warga sipil secara bebas yang saat ini marak terjadi di daerah-
daerah di Indonesia. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat 
penegak hukum, khususnya bagi pihak kepolisian dalam mengatasi 
peredaran dan penggunaan senjata api di kalangan warga sipil 
secara bebas tanpa izin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut Adami Chazawi, (2002;67) bahwa “Tindak Pidana berasal 
dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yakni strafbaar 
feit, tetapi karena tidak ada penjelasan  resmi mengenai strafbaar feit, 
maka para ahli hukum pidana berusaha memberikan arti dan isi dari 
istilah strafbaar feit tersebut. 
Istilah (terminologi) “strafbare Feit”, oleh beberapa sarjana 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 
- Seperti penggunaan istilah “Tindak pidana” oleh Wirjono Prodjodikoro 
dan hampir seluruh perumus undang-undang di Indonesia saat ini juga 
menggunakan istilah tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, 
tindak pidana terorisme dan seterusnya. 
- Delik yang berasal dari istilah latin yakni, delictum yang juga 
digunakan dalam menggambarkan strafbaar feit oleh Zainal Abidin, 
Andi Hamzah dan E. Utrecht. 
- Pelanggaran pidana oleh Tirtaamidjaja, 
- Perbuatan yang boleh dihukum oleh Karni dan Schravendijk,. 
 
 
- Perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana yang dirumuskan dalam 
undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api 
dan Bahan Peledak, perbuatan pidana oleh Moeljatno. 
Berbagai istilah yang dikemukakan oleh banyak pakar hukum 
pidana tersebut di atas dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, 
sebenarnya tidak menjadi persoalan karena hal tersebut di atas hanya 
merupakan istilah saja, tetapi maksud dari strafbaarfeit feit, itu sendiri 
sudah tidak menjadi persoalan bagi kalangan pakar hukum pidana, oleh 
karena itu hal tersebut hanya merupakan peristilahan yang menjadi ciri 
khas bagi pakar dalam memberikan istilah mengenai strafbaar feit 
tersebut.  
Khusus dalam kajian ini penulis menggunakan istilah tindak pidana 
dalam memberikan istilah terhadap strafbaar feit, karena di Indonesia 
saat ini dalam rumusan undang-undang pidana menggunakan istilah 
tindak pidana, jadi hal ini juga memudahkan penulis dalam pengkajian ini. 
Strafbaar feit atau tindak pidana menurut Simons (Andi Hamzah, 
1994;88) adalah: 
“kelakuan yang diancam denga pidana, yang bersifat melawan 
hukum    yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh 
orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga Jongkers dan 
Utrecht menilai rumusan Simons tersebut sebagai rumusan yang 
paling lengkap dalam memberikan definisi terhadap strafbaar feit 
atau tindak pidana”. 
 
 
 Berdasarkan pandangan Simons dalam memberikan pengertian 
mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka rumusan tersebut 
meliputi: 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 
d. Orang yang dipandang bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
Selanjutnya rumusan tindak pidana menurut Van Hamel (Andi 
Hamzah, 1994;88) adalah “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan”. Selanjutnya menurut Vos tindak pidana adalah 
“suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan 
diberi pidana”. 
Sedangkan menurut Moeljatno, (1969;3) bahwa strafbaar feit 
adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut”. 
Berbagai pengertian dan istilah strafbaar feit tersebut diatas, maka 
pada dasarnya strafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu kelakuan 
 
 
atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan 
tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 
dapat dikenakan hukuman atau sanksi kepada subjek hukum tersebut. 
B. Pengertian Melawan Hukum 
Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang 
(melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan 
hukum materil). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga 
disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka 
sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela dari suatu 
perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan 
menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan, adalah dilarang 
baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat. 
Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat 
melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang 
(wederrechtelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan 
perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau 
bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan. 
Berpegang pada pendirian ini, maka setiap perbuatan yang ditetapkan 
sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-
undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan 
 
 
hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan maka dengan 
demikian tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum, artinya 
melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. 
Mencantumkan secara tegas unsur sifat melawan hukum dalam suatu 
rumusan tindak pidana didasarkan pada suatu alasan tertentu, 
sebagaimana tercermin dalam keterangan risalah penjelasan Wvs 
Belanda, yaitu adanya kekhawatiran bagi pembentuk Undang-undang, jika 
tidak dimuatnya unsur melawan hukum, akan dapat dipidananya pula 
perbuatan lain yang sama namun tidak bersifat melawan hukum. Adalah 
wajar dan dapat dimengerti pendirian pembentuk Undang-undang ini, 
mengingat hukum pidana menganut sifat melawan hukum formil dalam hal 
pemidanaan (dalam arti positif) sebagaimana termuat secara tegas dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
Sifat terlarang yang bagaimana yang harus dibuktikan tidak sama bagi 
setiap tindak pidana, dan bergantung pada redaksi rumusan dan paham 
yang dianut, contohnya sifat terlarang dalam perbuatan mengambil pada 
pencurian, bagi paham sifat melawan hukum obyektif adalah terletak pada 
tidak ada izin dari si pemilik benda, dan inilah yang harus dibuktikan. 
Tetapi bagi paham melawan hukum subyektif, melihat dari rumusan 
(maksud untuk memiliki dengan melawan hukum), yang harus dibuktikan 
ialah keadaan batin ketika sebelum berbuat, ialah berupa kesadaran 
bahwa mengambil barang milik orang lain itu adalah terlarang atau tercela. 
 
 
Unsur batinlah yang menyebabkan perbuatan mengambil tersebut menjadi 
bersifat melawan hukum, karena selain tercela menurut masyarakat juga 
tercela menurut undang-undang. 
Berbeda dengan beberapa perbuatan manusia yang telah disebut 
diatas dan memiliki penamaan yang bersifat umum, maka dalam hal ini 
perbuatan melawan hukum atau kejahatan sebagai perbuatan manusia 
dapat diartikan dari beberapa segi peninjauan yang akan diuraikan 
dibawah ini : 
1. Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari segi Kriminologi 
 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang 
dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya 
dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam 
pengalaman kita ternyata tidak dengan mudah untuk memahami 
kejahatan itu sendiri. 
Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah 
berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato 
misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari 
kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan 
menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang 
besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk 
hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi 
 
 
penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini 
menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada 
penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk 
menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus 
dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan 
tersebut. 
Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung 
dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. 
Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul 
pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. 
Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, perbuatan 
melawan hukum merupakan setiap tindakan atau perbuatan 
tertentu yang tindakan itu disetujui oleh masyarakat diartikan 
sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus 
dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. 
Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta 
meresahkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan 
sebagai kejahatan. 
2. Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari segi Hukum 
Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan 
melawan hukum adalah perbuatan manusia yang melanggar atau 
 
 
bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah 
hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar 
larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak 
memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan 
dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang 
bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.  
Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada 
rumusan hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal 
dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan 
sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam 
dengan ancaman hukuman tertentu. 
Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan 
terlebih dahulu dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan 
asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. 
Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang menyatakan sebagai berikut : “Tiada suatu perbuatan 
yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana 
dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. 
Sutherland juga menambahkan bahwa kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan 
 
 
dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. 
Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh 
undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). 
Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan 
pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan 
PBB pada bulan September 1975 di Genewa memberikan 
rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap 
tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan 
hukum (Illegal Abuses of Economic Power) seperti pelanggaran 
terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang 
pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan 
transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan 
terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Umum secara Melawan 
Hukum (Illegal Abuses of Economic Power) seperti pelanggaran 
terhadap Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan oleh alat penguasa, 
misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. 
Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum 
dikelompokkan dalam istilah Conventional Crime yaitu kejahatan 
(tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. Istilah victimless crime (kejahatan tanpa korban, 
meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan 
penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-
 
 
undangan tersendiri. Istilah white collar crime (kejahatan kerah 
putih) meliputi tindak pidana korupsi, pelanggaran pajak, 
penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan oleh 
tingkat elite atau high class atau dikenal dengan istilah korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah corporate crime adalah 
kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan usaha sedangkan 
istilah new demention crime dan mass crime atau kejahatan 
massa. 
Seperti yang telah dikemukakan diatas dapatlah dirumuskan 
bahwa dari segi hukum pidana yang diartikan dengan perbuatan-
perbuatan manusia yang memenuhi perumusan-perumusan 
ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal Kitab Undang-
undang Hukum Pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu 
terjadi. 
Menurut cara perumusannya perbuatan melawan hukum terbagi dua, 
yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan hukum materil. 
a. Perbuatan melawan hukum formil 
Perbuatan melawan hukum formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti 
larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan 
tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
 
 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362) untuk 
selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan 
mengambil. 
b. Perbuatan melawan hukum materil 
Pada rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah 
menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya 
tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud 
perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya perbuatan 
membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi 
pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau 
tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi 
hanyalah percobaan pembunuhan. 
Perbuatan melawan hukum merupakan sebagian dari masalah 
manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan 
batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan 
hukum itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang 
berhubungan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, misalnya siapa 
yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya. 
 
 
Dalam mencari sebab-sebab perbuatan melawan hukum, kriminologi 
positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan 
penjahat, perbedaannya ada pada aspek biologis, psikologis, maupun 
sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan 
dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara 
mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek 
kultural (determinis cultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positif, 
bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga 
karena perbuatan melawan hukum merupakan suatu konstruksi sosial. 
C. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan 
 Penanggulangan Kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok 
yaitu :  
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha ini dilakukan dengan menanamkan 
nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi dengan tidak adanya 
niat untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tersebut tidak 
akan terjadi.  Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Teori pencegahan ini berasal dari teori 
 
 
NKK yaitu dengan adanya kesempatan serta niat maka kejahatan 
akan terjadi. Contohnya, disaat tengah malam pada saat lampu 
merah lalu lintas menyala maka maka pengemudi akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak 
ada polisi yang sedang berjaga. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini merupakan upaya lanjutan dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukan sebuah kejahatan. 
Contohnya, ada seseorang yang ingin mencuri motor tetapi 
kesempatan untuk mencuri itu dapat dihilangkan dengan cara 
menempatkan motor-motor yang ada di tempat penitipan motor. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang wujud tindakannya berupa penegakan 
hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
D. Pengertian Senjata Api dan Jenis-jenis Senjata Api 
A. Pengertian senjata api.  
Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) 
memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga 
segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari 
 
 
peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah 
dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278), tetapi tidak 
termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan 
sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu 
senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat digunakan. 
Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 
170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata 
api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud 
senjata api adalah :  
a. Bagian-bagian senjata api; 
b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-
bagiannya. 
c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, 
dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata 
api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol 
perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver 
perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri 
dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan 
untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian 
senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan 
udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta 
 
 
bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata 
api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan 
anak-anak. 
Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 
Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas 
pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, 
sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata 
api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan 
Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para 
menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu 
pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. 
B. Jenis-jenis Senjata Api 
Senjata api yang beredar jenisnya bermacam-macam, berikut ini 
adalah senjata api ditinjau dari tipe, jenis, negara produsen dan 
kalibernya. Senjata tersebut antara lain : 
NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
1.  A-91  Rifle Gempur Padat  
5.45x39 mm, 
5.56x45 mm  
Russia  
2.  AAI ACR  Rifle Gempur  5.56x45 mm  USA  
3.  AAI CAWS  Senjata Gempur Dekat  7.62 mm  USA  
4.  AAI SBR  Serial Bullket Riffle  4.32x45 mm  USA  
5.  SS1-V1  Rifle Gempur  5,56x45 mm  Indonesia  
 
 
NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
6.  SS1-V2  Rifle Gempur  5,56x45 mm  Indonesia  
7.  AK-47  Rifle Gempur  7.62x39 mm  Russia  
8.  AK-101  Rifle Gempur  5.56 mm  Russia  
9.  Albini-Braendlin  Riffle Satu  11x50 mm  Jerman  
10.  ALFA Defender  Pistol  9x19 mm  
Republik 
Czech  
11.  ALGIMEC AGMi  Semi auto  9x19 mm  Italia  
12.  
Allin-Springfield 
M1879 Karbin  
Single Shot Karbin  4-7 mm  USA  
13.  AMT Automag III  Pistol Magnum  9 mm  USA  
14.  APS Stechkin  Machine Pistol  9x18 mm  Russia  
15.  Arisaka Year 29  Bolt Action Rifle  6.5x50 mm  Jepang  
16.  Armalite AR-9  Shotgun Semi-Auto  7.62 mm  USA  
17.  B94  Rifle Semi-Auto  12.7x108mm  Russia  
18.  Baby Nambu  Pistol  7 mm  Jepang  
19.  
Bacon Arms C. 
Pepperbox 
Revolver  
Revolver  7 mm  USA  
20.  Beholla Pistol  Pistol  7.65x17 mm  Jerman  
21.  
Belgian M1871 
Trooper's Revolver  
Revolver  11x17.5 mm  Belgia  
22.  Belgian M1883  Revolver  9x23 mm  Belgia  
23.  Benelli B82  Pistol  9x18 mm  Italia  
24.  
Beretta Machine 
Guns  
Pistol  5.56 mm  Italia  
25.  Baretta M1915  Pistol  7.65x17mm  Italia  
 
 
NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
26.  Baretta 32  Pistol – Taget Model  7.65x21mm  Italia  
27.  
Baretta 81B 
Cheetah  
Pistol  7.65x17mm  Italia  
28.  Baretta M80  Pistol  22 mm  Italia  
29  BM59  Riffle tempur  7.62 mm  Italia  
30.  BM59 Mark E  Rifle tempur  9x19 mm  Italia  
31.  Billenium 92  Pistol  9x19 mm  Italia  
32.  Benelli M3  Semi auto shoot gun  7.62 mm  Italia  
33.  
Bounded 8040 
Cougar D  
Rifle tempur  11x17.5 mm  Italia  
34.  Berdan rifle  Rifle tempur  9x19 mm  Rusia  
35.  C1 Rifle  Rifle Tempur  7.62 mm  Kanada  
36.  C9 – LMG  FN Minimi  5.56 mm  Belgia  
37.  CADCO Medusa  Revolver  9x23 mm  US  
38.  Calico Liberty  Revolver  9x19 mm  US  
39.  
Campo-Giro Model 
1904  
Pistol  7.65x17mm  Spanyol  
40.  Carl Gustav 1873  SMG Luger  9x19mm  Swedia  
41.  CETME Ameli  LMG  5.56mm  Spanyol  
42.  ChinaLake NATIC  Pelancar Bom tangan  40x46mm  USA  
43.  Chinese Type 54  Pistol  7.62x25mm  Cina  
44.  
Chinese Type 63 
Rifle  
Riffle Gempur  7.62x39mm  Cina  
45.  Chinese Type 80  Machine Pistol  7.62x25mm  Cina  
46.  
Christensen Arms 
Carbon Tactical  
Bolt Action Rifle  7.62x25mm  USA  
 
 
NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
47.  CIS .50 MG  HMG  50 mm  Singapura  
48.  
Civil Defence 
Supply MP5-224  
SMG  22 mm  Jerman  
49.  Colt Accurized Rifle  Rifle Semi-Auto  5.56 mm  USA  
50.  Colt Defender  Riffle auto  10 mm  USA  
51  Colt Mustang  Pistol  9x17mm  USA  
52.  Colt M16  Riffle gempur  5.56 mm  USA  
53.  
Combined Service 
Forces 60  
SMG Luger  9X19 mm  Taiwan  
54.  CZ-581 Mod.4  Riffle Gempur  7.62x39mm  Belgia  
55.  CZ-584 Mod.7  FN  5.56 mm  Belgia  
56.  
DPMS Panther Bull 
A-15  
Pistol  7.62x25mm  USA  
57.  Dragunov SVD  SMG  16 mm  Rusia  
58.  Dardick Model  SMG  12 mm  Rusia  
59.  DS Arms SA58  Riffle  7.62x39mm  USA  
60.  DShK  Machine Pistol  7.62x25mm  Rusia  
Sumber : http://senjata-api.webs.com/listsenjataapi.htm 
Sedangkan persyaratan-persyaratan dalam kepemilikan senjata api 
antara lain: 
Pemohon izin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat 
medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak 
cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan 
menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain 
 
 
bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus 
menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). 
Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang 
yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. 
Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan 
syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh 
tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Pihak Polri tidak akan 
tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa 
faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, 
kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna 
senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau 
membahayakan jiwa orang lain. 
Selain senjata api yang memerlukan izin khusus dikenal dengan Izin 
Khusus Senjata Api (IKSA). Masyarakat juga bisa memiliki senjata 
genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan 
senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam 
berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berizinkan Direktorat 
Intelejen Polri. 
E. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata 
Api beserta Ketentuan Pidananya 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan secara 
terperinci mengenai aturan serta ketentuan pidana yang berhubungan 
 
 
dengan senjata api, dan juga menjelaskan apa yang di maksud dengan 
senjata api beserta jenis-jenisnya. Mengenai pasal-pasal yang terkait 
dengan senjata api adalah seperti berikut: 
Pasal 1 
(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, 
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi 
atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati 
atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara 
sementara setinggi tingginya dua puluh tahun. 
 
(2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi 
termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam 
pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : 
in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang 
telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 
278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata 
yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau 
barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu 
senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian 
rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. 
 
(3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak 
termasuk semua barang yang dapat meledak, yang 
dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 
(Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan 
Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis 
mesin, bom-bom, bom-bom pembakar,ranjau-ranjau (mijnen), 
granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak 
baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige 
chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan 
 
 
bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan 
peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan 
untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum 
termasuk dalam pengertian amunisi. 
 
F. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia 
Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok 
Kepolisian Negara Indonesia adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
b. Menegakkan hukum dan, 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Tugas pokok kepolisian tersebut di atas ketiganya sama pentingnya, 
prioritas ditentukan pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini dapat 
diketahui dari penjelasan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, bahwa: 
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, 
ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya 
tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat bergantung 
pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena 
dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara 
simultan dan dapat di kombinasikan. Disamping itu, dalam 
pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan norma hukum, tanpa 
mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta 
menjujung tinggi hak asasi manusia. 
 
 
 
Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 
secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 yang 
menyatakan bahwa: 
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13, kepolisian Negara Indonesia bertugas: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan sesuai 
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan setiap kegiatan dalam menjamin 
keamanan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, da pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa; 
g. Pelakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-
undangan lainnya; 
 
 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikolog kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 
(1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 
14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, maka 
kepolisian RI diberikan wewenang menurut ketentuan pasal 15 yaitu 
secara umum dan pasal 16 wewenang di bidang proses pidana. 
Menurut ketentuan pasal 15 UU No.2 Tahun 2002, wewenang 
Kepolisian Negara RI adalah : 
 
 
1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara RI secara umum 
berwenang : 
a. Menerima laporan dan atau pengaduan 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum; 
c. Mengawasi aliran/kepercayaan yang dapat menimbulkan 
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian; 
e. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
pertama di tempat kejadian; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriiminal nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan masyarakat; 
 
 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 
masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
Berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tersebut di 
atas, maka dapat diketahui bahawa tugas dan wewenang Kepolisian 
Negara RI tidak saja menyangkut aspek refresif dalam kaitannya dengan 
proses pidana tetapi juga menyangkut aspek preventif berupa tugas-tugas 
yang mendekati fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan, 
pengaturan, sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administratif 
sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 14 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kota 
Makassar, yakni pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) 
Makassar. Lokasi Peneltian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota 
Makassar merupakan ibu kota provinsi, sehingga layak untuk di teliti 
mengenai perdagangan senjata api secara illegal. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang diperoleh ada dua macam: 
1. Data primer berupa data yang diperoleh penulis dengan mengadakan 
wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah ini. 
2. Data sekunder berupa data yang diperoleh penulis dari bahan   
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
 
 
 
 
 
2. Sumber data 
Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari: 
1. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung 
dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait 
penggunaan senjata api secara illegal dan pihak kepolisian yang 
menangani tindak pidana tersebut. 
2. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang dilakukan 
dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan 
penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan 
sebagai berikut: 
1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui 
tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa 
parat petugas kepolisian dan pengguna senjata api secara illegal. 
2. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat 
kantor kepolisian terkait dengan tindak pidana penggunaan senjata api 
secara illegal. 
 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
D. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran mengenai isi proposal ini maka penulis 
menyusun bab-bab yang terdiri dari tiga bab, yang mana hubungan antara 
bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya 
adalah sebagai berikut : 
1. Bab satu adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan 
penelitian; 
2. Bab dua adalah tinjauan pustaka, yang memuat : pengertian tindak 
pidana, pengertian melawan hukum, teori-teori dan upaya 
penanggulangan kejahatan, pengertian senjata api dan jenis-jenis 
senjata api, undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang 
senjata api beserta ketentuan pidananya, serta tugas dan wewenang 
kepolisian Republik Indonesia; 
 
 
3. Bab tiga adalah metode penelitian yang memuat tentang : lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 
data, dan sistematika penulisan; 
4. Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 
tentang : faktor penyebab penggunaan senjata api secara illegal, 
upaya kepolisian dalam menanggulangi penggunaan senjata api 
secara illegal. 
5. Bab lima adalah penutup yang memuat tentang : kesimpulan dan 
saran; serta 
6. Daftar Pustaka 
 
  
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Penggunaan Senjata Api Secara Ilegal. 
Aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api belakangan ini 
sudah sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan senjata api itu secara nyata 
telah mengusik rasa aman masyarakat. Terlebih lagi target penembakan oleh 
orang tidak dikenal menyasar kepada institusi penegak hukum dan 
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Peredaran senjata di kalangan sipil 
merupakan bentuk keteledoran kepolisian terhadap mereka yang memiliki 
senjata api secara ilegal, dan bagi masyarakat sipil yang mampu membeli 
dan membayar izin terhadap kepemilikan senjata api, maka dispensasi yang 
diberikan atas dasar kemampuan membayar bukanlah pertimbangan obyektif 
seseorang boleh memegang senjata api. 
Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dengan alasan 
apapun hanya membuktikan aparat keamanan, khususnya polisi tidak 
mampu menjalankan fungsi keamanan sesuai wewenang tugasnya. 
Seharusnya, setiap warga negara yang merasa terancam keselamatannya 
cukup memberi tahu polisi untuk dilindungi, karena tugas utama polisi adalah 
melindungi keamanan warga negara. Peredaran senjata api, nyata-nyata 
hanya menebarkan teror bagi mereka yang tidak berpunya dan lemah. 
 
 
Bahkan biasanya (bagi masyarakat sipil yang memiliki izin untuk 
menggunakan senjata api) yang terjadi bukan malah untuk melindungi diri, 
tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya digdaya dibanding dengan yang lain. 
Di Makassar sendiri peredaran senjata api secara ilegal di masyarakat 
marak terjadi, salah satu contoh kasus yang terjadi pada bulan Agustus 2013, 
gambaran kasusnya sebagai berikut, sebagaimana yang diberitakan Koran 
Tempo Makassar : 
“Petugas Kepolisian Sektor Tamalate menangkap Abdul Malik di 
tempat hiburan malam, Kios Devi, Jalan Kumala, Senin dinihari, 19 
Agustus 2013. Pria 34 tahun itu dibekuk setelah terlibat keributan 
dengan pengunjung lainnya. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 
pistol dari Abdul Malik. Belakangan diketahui, senjata api bernomor 
registrasi B 5 34147 itu milik mantan Kepala Kepolisian Resor Sinjai, 
almarhum Komisaris Besar Suharyadi. "Polisi datang berdasar laporan 
pemilik tempat hiburan," kata Kepala Kepolisian Sektor Tamalate, 
Komisaris Suaeb Abdul Madjid. "Polisi yang menggeledah 
menemukan senjata dilengkapi peluru terselip di pinggang celana 
Abdul Malik." 
Dari temuan itu, polisi membawa Malik ke Polsek Tamalate untuk 
diinterogasi. Penyidikan dilanjutkan dengan menggeledah rumah Malik 
di Jalan Kumala. Di kamar tidur Malik, polisi menemukan 51 butir 
peluru, tas, dan sarung senjata. "Dua peluru sudah ditembakkan ke 
udara sebelum terlibat keributan di tempat hiburan itu," kata Suaeb. 
 
Malik mengaku mendapatkan senjata itu dari rumah Suharyadi pada 6 
Agustus 2013. Pada saat itu, sedang terjadi kebakaran di samping 
rumah mantan Kapolsek Sinjai, sehingga istri Suharyadi meminta 
bantuan untuk mengangkat barang agar api tak menjalar ke 
rumahnya. "Saya ambil dari laci lemari di kamarnya bapak almarhum," 
kata Malik. istri Suharyadi, Ribut Panca, mengetahui bahwa suaminya 
banyak meninggalkan peluru di rumah. Namun semuanya sudah 
diserahkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. "Kalau 
keberadaan senjata, saya tidak tahu," kata Ribut. Kini Malik 
 
 
mendekam di tahanan Polsek Tamalate. Ia dikenakan Pasal 1 
Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang penguasaan senjata api 
ilegal atau tanpa hak. "Sebaiknya kami minta Polrestabes Makassar 
mengambil alih kasus ini," kata Suaeb 
Oleh karena itu bercermin dengan kasus di atas, maka setidaknya ada 
3 (tiga) faktor dominan yang menyebabkan sehingga peredaran senjata api 
marak terjadi di Makassar. 
1. Faktor Kontrol Yang Lemah 
Salah satu faktor penyebab maraknya penyalahgunaan senjata api 
disebabkan oleh kontrol terhadap peredaran senjata api yang lemah di 
Makassar, baik itu senjata api yang legal maupun yang ilegal. Dalam kaitan 
dengan senjata api legal, meski terdapat aturan yang mengatur tentang 
perizinan penggunaan senjata api, namun seringkali implementasi 
pengawasannya sangat lemah khususnya terhadap pengawasan 
penggunaan senjata api oleh warga sipil.  
Jumlah senjata api yang beredar di mayarakat secara legal telah 
mencapai 354 pucuk.  Sebanyak 104 pucuk di antaranya berizin untuk bela 
diri, 120 pucuk digunakan oleh Polisi Khusus (Polsus), 10 pucuk 
diperuntukkan olahraga, dan 20 pucuk diperuntukkan oleh Satpam (Data 
Polrestabes Makassar). 
Kurangnya kontrol dari pihak kepolisian terhadap kepemilikan dan 
peredaran senjata api ilegal mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang 
 
 
menggunakan media senjata api sulit dihilangkan, padahal kontrol dari pihak 
kepolisianlah yang paling berperan guna meminimalisir peredaran senjata api 
secara illegal di masyarakat. 
2.  Faktor Lemahnya Aturan Hukum 
Faktor kontrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi penting 
dalam meminimalisir peredaran senjata api secara illegal di masyarakat. 
Namun di sisi lain, persoalan lemahnya aturan hukum yang mengatur tentang 
kontrol peredaran senjata api menjadi permasalahan tersendiri yang memicu 
penyalahgunaan senjata api. Dalam level undang-undang, pengaturan 
tentang kontrol peredaran senjata api masih menggunakan undang-undang 
warisan orde lama. Kalaupun ada aturan baru tentang kontrol senjata api 
hanya sebatas berupa kebijakan Kapolri. 
Padahal aturan hukum yang kuat sangat membatu para penegak 
hukum, khususnya bagi instansi kepolisian dalam melakukan perannya guna 
mencegah dan menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api 
secara ilegal di masyarakat, karena aturan hukum tersebutlah yang menjadi 
dasar atau dijadikan dasar bagi pihak kepolisian dalam menjalankan peran 
dan fungsinya guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. 
Oleh karena itu, aturan hukum juga menjadi salah satu faktor penentu 
dalam meminimalisir peredaran senjata api ilegal di tengah masayarakat, 
 
 
khususnya bagi masyarakat Kota Makassar yang terhitung kompleks dan 
dalam masa transisi menuju Kota Metropolitan. Sehingga peredaran senjata 
api ilegal harus sesegera mungkin di tangani dengan baik. 
Berdasarkan data Porestabes Makassar, di dapatkan fakta mengenai 
kasus kejahatan yang menggunakan senjata api secara illegal, yang 
digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 
Tahun Kejahatan 
Menggunakan Senjata 
Api Ilegal 
Kasus Penggunaan 
Senjata Api Legal 
2010 65 Kasus 9 Kasus 
2011 59 Kasus 11 Kasus 
2012 67 kasus 5 Kasus 
Sumber : Data Polrestabes Makassar Tahun 2010-2012 
Dari tabel di atas, dapat di jelaskan bahwa baik kejahatan yang 
menggunakan media senjata api illegal dengan kasus dengan menggunakan 
senjata api legal sangat fluktuatif, ini karena dari tahun 2010 ke tahun 2011 
dalam kasus kejahatan dengan menggunakan media senjata api secara 
illegal mengalami penurunan, namun ditahun berikutnya (dari tahun 2011 ke 
tahun 2012) mengalami peningkatan pesat, bahkan mengalahkan jumlah 
kasus yang terjadi pada tahun 2010, hal inilah yang sebenarnya sangat 
menghawatirkan, khususnya bagi masyarakat sipil di Kota Makassar. 
 
 
Berbeda dengan kasus kejahatan yang menggunakan media senjata 
api ilegal, maka data dai Polrestabes Makassar tentang kasus yang terjadi 
dengan menggunakan senjata api secara legal/resmi (memiliki izin 
kepemilikan dari pihak yang berwenag) juga mengalami fluktusi, yang tadinya 
pada tahun 2010 terdapat 9 kasus dan ke tahun selanjutnya pada tahun 2011 
mengalami peningkatan sebanyak 11 kasus, namun yang mengembirakan 
adalah dari tahun 2011 ke tahun 2012 itu mengalami penurunan yang sangat 
signifikan, bahkan lebih rendah dari kasus yang terjadi pada tahun 2010 yaitu 
sebanyak 5 kasus. 
3. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Dan 
Bahaya Yang Ditimbulkan Akibat Penggunaan Senjata Api Ilegal 
Selain kedua faktor sebelumnya (faktor kontrol yang lemah dan faktor 
lemahnya aturan hukum), faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang 
hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api illegal 
menjadi faktor penting sehingga maraknya peredaran dan kepemilikan 
senjata api secara illegal di masyarakat (khususnya masyarakat sipil). 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian di Polrestabes 
Makassar, ia menjelaskan bahwa : 
“Sebenarnya jika kita mengkaji lebih dalam, kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat 
penggunaan senjata api illegal menjadi faktor penting sehingga 
maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal di 
 
 
masyarakat, karena polisi sendiri memiliki keterbatasan, sehingga 
kuncinya ada pada masyarakat itu sendiri, kalau masyarakat sadar 
akan hukum, maka sebenarnya peredaran dan kepemilikan senjata api 
secara illegal dapat hilang dengan sendirinya”. 
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka dapat di ketahui 
bahwa betapa pentingnya peran serta dari masyarakat dalam meminimalisir 
terjadinya peredaran senjata api secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat 
di butuhkan, karena polisi hanyalah fasilitator saja untuk menciptakan 
ketertiban di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu 
jika faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya 
yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal ini masih ada, maka 
sudah pasti peredaran senjata api secara ilegal di Kota Makassar tidak akan 
bisa dihilangkan.      
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara 
Ilegal 
Peredaran dan penggunaan senjata api secara ilegal dalam 
masyarakat (warga sipil) harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya 
pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12/DRT Tahun 1951 agar masalah 
penggunaan senjata api secara ilegal di kalangan warga sipil Kota Makassar 
ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi 
perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat 
penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya 
 
 
di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan 
pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat Lawrence M. Friedman 
menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-
undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan 
dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum” (Siswantoro Sunarso, 
2004:141)  
Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh 
Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian 
pada kawasan Kota Makassar. Satuan Polrestabes Makassar, khusunya 
satuan reserse kriminal, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih 
lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata 
api tanpa izin. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana 
kepemilikan senjata api secara ilegal tidak lepas dari peran aparat penegak 
hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain 
adalah peran serta masyarakat dan organisasi penembak (Perbakin) yang 
ada di Kota Makassar.  
Hasil perkembangan saat ini dari peredaran senjata api yang semakin 
marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah fenomena baru yang dapat 
diungkap pihak Kepolisian Resort Makassar. Peredaran senjata api tidak 
hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan 
yang dilatar belakangi oleh warga di luar Kota Makassar. Temuan kasus baru 
 
 
ini terus dikembangkan pihak Kepolisian guna mengungkap jaringan 
peredaran senjata api sampai ke produsennya. 
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepolisian, yang menjadi 
tugasnya dalam berkarya dan mengabdi untuk negara, Kepolisian berwenang 
untuk melakukan upaya penanggulangan untuk memberantas peredaran dan 
kepemilikan senjata api secara ilegal  di kalangan warga sipil yang sudah 
membentuk jaringan yang rumit dan mengakar ini. Upaya penanggulangan 
yang telah dilakukan sebagai berikut:  
1. Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Terbuka 
Koordinasi terbuka ini dilakukan pihak Polrestabes Makassar yang 
dimandatkan dari Kapolres pada Sat Reskrim yang diwakili oleh Kasat 
Reskrim, berkoordinasi dengan Ketua Harian Perbakin Kota Makassar yang 
bersangkutan. Selama ini koordinasi berjalan dengan cukup baik dan 
kerjasama berjalan lancar. Hasil yang dapat diperoleh dari koordinasi ini yaitu 
penyerahan hasil tangkapan dengan barang bukti yang beragam, berupa 
senjata api tanpa nomor registrasi, senjata api tanpa ada izin kepemilikan 
senjata api, senjata api yang berizin namun di pegang bukan oleh pemilik 
aslinya, dan senjata api hasil curian yang didapat pada saat razia mendadak 
yang dilakukan pihak kepolisian dan perbakin, dan hasil tersebut di serahkan 
pada pihak Polrestabes Makassar sebagai barang bukti adanya peredaran 
 
 
dan kepemilikan senjata api secara ilegal di kalangan warga sipil. Dapat 
dilihat dengan bagan berikut (berdasarkan hasil wawancara dengan anggota 
Reskrim Polrestabes Makassar) : 
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KASUS PEREDARAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA API 
SECARA ILEGAL DI KALANGAN WARGA SIPIL KOTA 
MAKASSAR 
 
 
Koordinasi terbuka juga dilakukan apabila ada dugaan adanya 
“gembong” pengedar senjata api atau adanya dugaan peredaran senjata api 
secara ilegal di kalangan masyarakat sipil yang kabar tersebut didapat dari 
laporan masyarakat dan atau pihak Perbakin Kota Makassar, maka pihak 
Kepolisian dapat melakukan razia yang tentunya bekerja sama dengan pihak 
perbakin untuk melakukan razia secara mendadak antara dua pihak 
bersama-sama.  
Berdasarkan pada teori lingkungan bahwa keadaan sosial di sekililing 
manusia mendukung terjadinya sebuah kejahatan, maka tidak menutup 
kemungkinan di kalangan masyarakat sipilpun terdapat peredaran dan 
kepemilikan senjata api tanpa izin. Melihat individu di dalam masyarakat yang 
terdiri dari banyaknya karakteristik yang berbeda (pelaku kejahatan serta 
banyaknya jenis kejahatan itu sendiri) tidak menutup kemungkinan akan 
terjadinya peredaran senjata api ilegal di kalangan warga sipil Kota 
Makassar. Dibutuhkan kerjasama antara pihak Perbakin (yang juga cukup 
kompeten mengetahui peredaran senjata api) dengan pihak Kepolisian untuk 
mecegah terjadinya hal yang berhubungan dengan peredaran senjata api 
dikalangan warga sipil Kota Makassar.  
Kerjasama dalam bentuk koordinasi terbuka ini lebih mengarah pada 
upaya represif dimana upaya ini merupakan segala tindakan 
penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
 
 
sesudah terjadinya kejahatan. Upaya represif berguna memperbaiki pelaku 
kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa.  
Menurut Walter C. Recless (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:138)  
terdapat beberapa syarat agar penanggulangan kejahatan yang dilakukan 
pihak Kepolisian bersama pihak Perbakin Kota Makassar dapat dikatakan 
berhasil, yakni sistem organisasi Kepolisian yang baik. Polrestabes Makassar 
dapat dikatakan telah memiliki sistem organisasi yang baik karena telah ada 
pembagaian sistem berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi ini 
telah berjalan dengan baik dengan adanya pembagian kewenangan 
berdasarkan fungsi dari masing-msing satuan yakni tanggung jawab Kapolres 
selaku pemimpin tertinggi Polrestabes Makassar diambil alih oleh Kasat 
Reskrim Polrestabes Makassar guna dapat berkoordinasi langsung dengan 
Ketua Harian Perbakin Kota Makassar. Sistem yang berjalan dengan baik ini 
dibuktikan dengan ditemukannya hasil dari upaya koordinasi terbuka yaitu 
peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil 
di Kota Makassar. 
2.  Upaya Represif dan Preventif dengan Koordinasi Tertutup 
Tertutup berarti koordinasi ini hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian 
saja untuk mengungkap kasus adanya peredaran dan kepemilikan senjata 
api ilegal entah itu peredaran senjata api ilegal yang terjadi di kalangan 
 
 
warga sipil atau pengendalian izin kepemilikan senjata api yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian pada masyarakat pada umumnya. Pihak Sat Reskrim 
Polrestabes Makassar dalam mengungkap jaringan peredaran senjata api 
ilegal yang diduga dikendalikan oleh warga sipil ini dilakukan melalui 
penelusuran sarana komunikasi yang dilakukan untuk mengungkap 
bagaimana jaringan peredaran senjata api ilegal itu terbentuk. Penjelasan 
upaya ini dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut: 
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Diawali dengan penyelidikan terhadap salah satu tersangka pemilik 
senjata api tanpa izin yang di dapat sebelumnya, pihak Sat Reskrim 
menulusuri akar jaringan melalui pesan singkat (SMS) yang didapat dari 
tersangka. Hasil sementara dapat diungkap pengedar senjata api yang 
mengedarkan senjata api pada tersangka pemakai sebelumnya. Pengedar 
yang menjadi tersangka selanjutnya di sidik dan dikembangkan lagi untuk 
mengungkap senjata api edaran didapat darimana. Melalui hubungan 
tersangka dengan salah satu bandar dengan bantuan penyadapan melalui 
provider untuk menelusuri keberadaan bandar tersebut. Komunikasi melalui 
HP dan penyadapan tersebut terus dikembangkan hingga mendapat jalur 
terang bahwa pengendalian bisnis senjata api dilakukan oleh salah satu 
bandar besar yang berada di luar Kota Makassar. Penyelidikan terus 
dikembangkan dengan mencoba mencari nomor HP rekannya (bukan 
pengedar senjata api) yang selanjutnya dikembangkan dengan mencari 
nomor HP yang lain dari para pengedar, kemudian mencari jaringan yang 
dihubungi dengan mengembangkan melalui transaksi via komunikasi. Hasil 
yang didapat satuan Reskrim seperti pada kasus yang kurir yang tertangkap 
tangan sedang melakukan transaksi.  
Merujuk pada proses penyelidikan selanjutnya dan pada proses 
penyidikan, guna mempermudah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak 
 
 
diinginkan maka pihak Sat Reskrim Polrestabes Makassar merujuk pada 
koordinasi dengan pihak Perbakin Kota Makassar. 
Koordinasi tertutup ini merupakan gabungan antara upaya 
penanggulangan yang bersifat represif dan upaya penanggulangan yang 
bersifat preventif. Artinya upaya dilakukan ketika kajahatan telah 
teridentifikasi berupa penemuan kasus peredaran senjata api yang diawali 
dengan ditemukannya pemilik senjata api tanpa izin resmi dan pengedar atau 
kurir yang mengantarkan senjata api kepada para pemesan. Jaringan 
peredaran ini menuju pada salah satu bandar besar yang mengandalikan 
peredaran senjata api yang keberadaannya di luar wilayah Kota Makassar. 
Upaya penelusuran dan pengembangan kasus inilah yang dapat dikatakan 
berupa upaya represif. Sedangkan yang dikatakan upaya preventif itu sendiri 
adalah mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dan meluas berupa 
jaringan peredaran senjata api yang semakin mengakar untuk dapat segera 
ditemukan inti dari jaringan itu sendiri. 
Walter C. Racless (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:138)  
mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 
dalam melakukan penanggulangan kejahatan agar dapat dikatakan lebih 
berhasil. 
 
 
Salah satunya adalah pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir. 
Peredaran senjata api itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya 
warga sipil yang mengendalikan peredaran senjata api ilegal dari luar wilayah 
Kota Makassar, sehingga pihak Kepolisian membutuhkan pengawasan yang 
lebih ketat dan intensif. Pencegahan kejahatan yang terkoordinir antara 
Kepolisian dan pihak Perbakin sangat diperlukan, dengan adanya warga sipil 
yang mempunyai kemampuan untuk mengandalikan peredaran senjata api 
dari luar wilayah Kota Makassar menunjukkan adanya kebutuhan 
berkoordinasi dalam pengawasan dan pencegahan ini.  
Dapat disimpulkan bahwa dari pencegahan yang telah cukup berjalan 
dengan baik dengan koordinasi antar pihak Perbakin Kota Makassar dan 
Kepolisian. Upaya perbaikan dari penanggulangan yang sudah dilakukan 
oleh pihak Kepolisian tentu tidak lepas dari adanya faktor-faktor pendorong 
timbulnya kejahatan dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana 
berupa peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal. Upaya yang dilakukan 
oleh Kepolisian juga dapat dikatakan timbul sebuah kendala yang dapat 
menghambat kinerja Kepolisian guna memberantas peredaran senjata api 
khususnya dikalangan warga sipil.  
Perlunya sebuah perbaikan yang dibutuhkan agar kinerja Kepolisian 
dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk mengetahui apa saja faktor 
pendorong timbulnya peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal 
 
 
dikalangan warga sipil guna memberantas kejahatan ini (sebagaimana yang 
telah penulis paparkan di sub bab sebelumnya). 
Oleh Karena itu, guna dapat memberantas peredaran dan kepemilikan 
senjata api secara ilegal di kalangan warga sipil, maka diperlukan : 
1. Pemerintah membentuk kebijakan yang komprehensif di dalam 
menghadapi penyalahgunaan senjata api, mulai dari aspek preventif 
sampai pada aspek yang koersif. 
2. Penegakan hukum yang cepat, tegas, proporsional dan akuntabel di 
dalam menindak para pelaku teror senjata api. 
3. Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang baru tentang kontrol 
senjata api dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang 
lama. 
4. Penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil hanya sebatas 
pada kepentingan olah raga saja dan itupun harus disimpan kembali 
dalam gudang persenjataan yang dikontrol pemerintah.  
5. Pemberian izin penggunaan senjata api kepada warga sipil untuk bela 
diri harus dihentikan. Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela 
diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api 
untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan.  
 
 
6. Perlu peningkatan pengawasan DPR terhadap kedua intansi yang 
berwenang dalam memberikan izin penggunaan senjata api dan 
bahan peledak untuk kepentingan sipil dan militer. 
7. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perakit senjata api 
ilegal dan peredarannya. 
8. Pengamanan senjata api di daerah bekas konflik dan perbatasan 
sebagai upaya pencegahan peredaran dan penggunaan senjata api 
secara ilegal. 
9. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan baik secara vertikal 
maupun secara horisontal tentang senjata api, termasuk regulasi 
dilevel internasional tentang senjata api.  
10. Memperkuat koordinasi antar institusi pemerintah di dalam 
menghadapi persoalan penyalahgunaan senjata api. 
11. Penegakan hukum secara tegas terhadap warga sipil maupun aparat 
pertahanan-keamanan yang terlibat melakukan bisnis persenjataan 
secara ilegal. 
Hal-hal tersebutlah yang kemudian harus dibutuhkan guna 
meminimalisir peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal di 
kalangan masyarakat sipil, khususnya warga sipil di Kota Makassar, 
 
 
mengingat banyaknya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya 
mengancam dengan menggunakan media senjata api, bahkan ada beberapa 
kasus yang pelakunya tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya 
dengan menggunakan senjata api. Oleh karena itu dengan alasan apapun 
sebenarnya penggunaan senjata api oleh warga sipil tidaklah dibenarkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :     
1. Faktor penyebab penggunaan senjata api secara illegal oleh 
masyarakat sipil di Kota Makassar ada tiga faktor dominan, yaitu 
pertama faktor kontrol yang lemah, kedua faktor lemahnya aturan 
hukum, dan ketiga adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat 
tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan 
senjata api ilegal, namun dari ketiga faktor tersebut, pentingnya peran 
serta dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya peredaran 
senjata api secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat di butuhkan, 
karena polisi hanyalah fasilitator saja untuk menciptakan ketertiban di 
masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika 
faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya 
yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal ini masih ada, 
maka sudah pasti peredaran senjata api secara ilegal di Kota Makassar 
tidak akan bisa dihilangkan.      
 
 
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penggunaan senjata api 
secara illegal oleh masyarakat sipil di Kota Makassar adalah pertama 
melakukan upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka, dan kedua 
adalah upaya represif dan preventif dengan koordinasi tertutup. Kedua 
upaya tersebutlah yang kemudian dilakukan pihak kepolisian 
(khususnya Polrestabes Kota Makassar) guna meminimalisir peredaran 
dan kepemilikan senjata api secara illegal di kalangan masyarakat sipil, 
khususnya warga sipil di Kota Makassar, mengingat banyaknya pelaku 
kejahatan dalam melakukan aksinya mengancam dengan 
menggunakan media senjata api, bahkan ada beberapa kasus yang 
pelakunya tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya 
dengan menggunakan senjata api. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis 
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :   
1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum 
secara tegas terhadap warga sipil maupun aparat pertahanan-
keamanan yang terlibat melakukan bisnis persenjataan secara ilegal. 
2. Bagi pihak penegak hukum sebaiknya memperkuat koordinasi antar 
institusi pemerintah di dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan 
senjata api. 
 
 
3. Pemberian izin penggunaan senjata api kepada warga sipil untuk bela 
diri harus dihentikan. Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela 
diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api 
untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan.  
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